
BUPATI KARO
PROVINSI SIJMATERA UTARA

PEFATURAN BUPATI KARO
NOMOR 2t 'lAHIJl{ 2Al9

TENTANG

PERUBAIIIAN ATAS PERATURAN BIJPATI NOMOR 20 TAHLTN 2019' TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PI\DA TAN{AN KANAK-KANAK,

SEKOL,AH DASAI{, DAN SEKOLAH MENENGA}{ PERTAMA

ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJ l"I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peiaksanaan penerimaan peserta didik traru

di daerah, perairiniah Kabupaten Karo telah menetapkan

Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2a19 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,

Sekolah Dasar:, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk

Lain yang Sederajat sebagai pedoman dalane penerimaan peserta

didik beLru;
b. bahwa rlengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan d'an

Kebudayaan ltromor 20 Tahun 2ol9 tentang Perubahan atas

Peraturan Mente.ri Pendidikan dan Kebudayaan N'rrnor 51 Tahun

2Ol8 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman

Kanak-Kanak, sekolah Dasar, sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Merrengah Atas ctan Sekolah Menengah Kejuruan, dan
. clalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta

didik baru *"urr"i d"rrgr.n perkembangan kebutuhan layanan

pendidikan di masyaiakat, Peraturan Bupati sebagaimana

di*.k..rd dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan dan

penYesrraian;
c. t.f*r- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b p"i1r, m,enetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2O Tahun 2Al9 tentang

Penerirnaan Peserta Didik B"* pada Taman Kanak-Kanak,

Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk
Lain yang Sederajat;

Ivlerrgingat : 1. undang-unrlang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pemberrtukan

Da,erah- OtonJm Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungart

b""."f-- Fropinsi Sumatera- Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 l\tromor 58, Tambahan Lembaran Negara

Reputrhk lrrdonesia Nomor lO92l;
z. ura""g-undang Nomor 2A Tahun 2003 tentang sistem

pendidikarr Na"sional (Lembaran Negari.r. Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomo:: a30U;

3" IJndang-Undang



3.Llndang-Undang}{omor12rahunZalltentangPembentukan
PeraturrrnPerundang.undangan(LembaranNegarirRepublik
Inclonesia Tahun ZO{t Nomoi 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S*al;
4. Unda,g_t.hda;t-No*o. 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerint4*'

Daerah (Lemha.ran Negara Repubtik Inclonesitt Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan Lembaian Negara Republil Indonesia

Irlomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberaoa kali terakhir

dengan undang_IJndang -Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
perubalran tcedula atas Undang-UnCang Nomor 23 T'ahun 2OL4

tentang pemerintahan Daerih (Lembaran Negara Republik

Indonesia'Iahun 2015 Nomcrr 58, Tambahan Lembaran Negara'

Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Peratur,an Pemerintah Nomor i9 T"hrt 2005 ten'ierng Standar

Nasional penctiaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 42,, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496\ sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir clengan Peraturan Femerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang PeruLahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun-2005 t-entang standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indorresia Tahun 2ol5 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor' 5670);

6. Peratrrran Peierintah Nomor 48 Tahurr 2008 tentang Pendaneian

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o08

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a86il;
7. Perafi-rran 

'Femerintah Nomrrr L7 Taliun 2orc tentang

Pengeiolaan dan PenyelenSgal"aan Pendidikan (Lembaran Negara

Repirblik Indonesia fanuriiOlo Nomor 23, 'iambahan Lembarart

Negara Republik Inclonesia Nomor 5103) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perrlbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Terhun

2ol0tenta,ngPengelolaandanPenyelenggaraan:.Pendidikan
([,embar:ar. NJg"r. flepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahar, I.emba.*r, N"gura Republik Indonesia Dlomc'r 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor li Tahun zAfi tentang Pembinaan

dan Pe,,g**u'=... Penyelen ggaralan- Temerintahan Daerah
(Lembararr'N"gu.." Repuulit< Indonesia Tahun 2oL7 Nomor' 73,

Tambahan Leribaran Iv"g*t" Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

9. peraturan Menteri Pendi[rkan dln Kebud.ayaan Nornor 22 Tahu1a

20L6 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

(Berita llegar:a Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

10. peraturan Menleri pendidikan dan KebuCayaan Nomor-SlTahun
2018 tentang Penerimazur Peserta Didik Baru pada Taman

Kanak..Kanak] Sekolah Dasar, Sekolah lvlenengah Pertama,

sekoiah Menengah Atas dan sekclah Menengah Kejuruan (Berita

Negara n.prtifif. Indonesia Tahun 2AL8 1{omor 1918),

sebagainru,rru. t"lr:,h cliubah dengan Peratura'n Menteri Flendidikan

dan Kebudayaan Nomor 2O Tahun 2Ot9 tentang Perubahan atas

Peraturan \ienteri Penrlidikan dan Ketlu-dayaan Nomor.Sl Tahun

20lst.errtangPenerimaanPeserta?idikBarupadaTamarr
Kanak_Kanat] sekoiah Dasar, sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Vf","otg"h Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita

Negara, Rep'ubli[ Indonesia Tahun 2otg Nomor 6691;

11. Peraturan



ll.Peratrrrarr Daerah K,abupaten Karo ltromor 05 Tahun 2Ot6
tentang Pemberrtukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2A\6 Nomor 05,
Tambahan Lembarari Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

12. Peratttran Bupati Kat'o Nomor 3,5 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susr-rnan Organisasi, Tugas rlan Ftrngsi Serta Tata
Kerja Pera:rgka.t Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 l.lornor 35) sebagaimana telah dirrbah derrgan Peraturan
Bupati Karo Nomor A4 Tahun ZOLT tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2Ot6 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\-rgas dan F'ungsi Serta Tata
Kcrja Perangkat Daerah ( Beriita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2t'\ 7 Nomor 04);

13. I-', iaturan l3*piLli Karo Nomor 39 Tahun 2O16 tentang Tugas
i"rkok, IJ'unr-:,t ri;rn Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo
r;{erita l}rrrr.irh Kabupaten Karo Tahun 2Ot6 Nomor 39);

14. ,'i:ratlrriir] I3upati Karo Nomor 20 Tahun 2Ol9 tentang
Penri iiilaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Selitlah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk
I"ain ya.ng Sederajat ( Beri.ta Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol9
liumor 2O);

I\{enetapkan

1n1B114UTUSKAN:

PBRATIJRA\I TiIJI,ATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI rt{f)MOR 2A TAI-IUN 2Ol9 TENTANG
PENERItu1,1,1l,: I']ISERTA DIDIK BARU PADA T'AMAN KANAK-
KA}IAK, $I,KUUAH DASAR, DAN SEKOI,AH I\{ENENGAH PERTAMA
ATAU BENT'UK LAII{ YANG SEDERAJAT.

Pasatr I

Ijleberapa keten;ti,lr1 dalanr Peraturan Bupati Nomor 20 T"ihun z\tg tentang
i'enerimaan Pes, r lo Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
Sekolah l\[enen.: rlr Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2o19 ffi66r)r 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat {2), ayat {3) dan ayat (71 Pasal 18 diubah, sehingga berbulyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 18

Pendaftaran PPDI] dilaksanakan melalul jalur sebagai berikut;
a. zonasi;
b. prestasi; dan
c. perpindahan tugas orang tua/wali.
Jalur zonasi sebagaimana dimaksud 1:ada ayat (1) huruf a paling, sedikit
8O% (delapan pr;1lsh persen) dari daya- tarnpung Sekc,lah.
Jah-rr prestasi serbagairnana dimaksud pa.da ayat (1) huruf b perling banyak
15o,/o (lima bela.s persen) dari daya tampung Sekolah.
Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagairr:.ana d.imaksud pada ayat
{1) huri.f c paling _banyak solo (lima persen) dari daya tarnpung sekolah.
calon peserta digik Jranya dapat memilih 1 (saru) jalui aari i! (tiga) jalrrr
penoiaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalarn satu zonasi.

(21

(3)

(4)

{5)

(6) Calon



(6) Calon peserta didik hanya dapat memilih pendaftaran PPDB di 1 (satu)

Sekolah datram satu zcnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hururf a.

(7) Setain melakukem pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan
domisili dalam zonasi yang telah ditetapkern, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili
peserta didik.

{8) Sekolah yang diselenggal'akarr
jalur pendaftaran,oenerimaan
Peraturan BuPati ini.

oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka
peserta didil; baru selain yang diatur dalam

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 i-

(1) Dala.m melaksarrakan PPDB melalui jaiur zonasi dengan kuota paling
seclikit 8O% (dela.pan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (2), Sekoiah y:ang diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah wajib
rnenerima 

'calon peserta didik yang berdomisili sesuai dengan zonasi
sebagaimana tercantuin dalam Pasal 1'l ayat {6)'

(2) Domlsili calon peserta didik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

berdasarkan alarnat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat
1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB

(3) Kartu keluarga ,Japa:t diganti dengan surat keterangan domisili dari
11kun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa

setempat yang nlenerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan
telah 

-berdomfuili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkarrnya
surat keterangatr'Conrisili.

(4) Sekolah rnernprioritaskan peserta didik
atau surat keterangan domisili dalam
sama dengan Sekcllah asal.

yang memilixi kartu keluerrga
satu wilayah kabupaten Yang

3. Ketentura.n ayat (1) Pasal 22 di:u ah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal22

(1) Kuota paling sedikit 8O"/o (deiapan puluh persen) dalam jalur zonasi

sebagaimrrr" di*uJcsr,rl tlalam Pasal 18 ayat (2) termasuk kuota bagi:

pada Sekolah Yang
menyelenggarakan layanan inklusif.

(2) peserta didik banr yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
sebagaimana dimatsla pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti
keikltsertaan Peserta Didik dalarn program penanganan keluarga tidak
mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Orang tua/wali peserta didik wajib rnembuat surat keterangan yang

*"rrylt*kan bersedia,liproses secara hukum, apabila terbukti mernals'ukan

bukii keikutsertaan dalam program per-anganarr keluarga tidak filampll
dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada aYat (2'1.

( ) peserta aiCiif. yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti
keikutsertaarr dalarn program penanganan keluarga tidak mampu dari
pemerintah Puszlt atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), akan dikeneii sanksi pengeluaran dari sekolah.
(5) S""f.si pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (+l

diberikan b-erdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite

Sekolah dan Dinas Pendidrkan sesuai Cengan kewenangannya'

a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
b. anal< penyanrlang disabilitas

(6) Dalam



(6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuSn.brrkti keikutsertaan dalam program

p.rr"rrg*rr"n kehiarga tidak **t,p, clari Pemerintah Pusat atau Pemerinta-tr

Daeratr sebagaimarL cfimaksucl pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah

;;;;;h 
- 

*{tu melakukan ierifikasi data dan lapangan serta

rnenindarcranjuti lrasil uerifikasi sesuai clengan ketentuan perrrndang*

undangan.
{71 Pern5ratilan berserlia. diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berlakrr juga bagi ora[g tua/wali yang terbukti memalsukan

keadaan *"t irrgg, Ieolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang

disabilitas.
(8) Sanksi pengeluaran ,1a,ri sekolah sebagaimana dimaksud pada alrat (4)

berlaku juga bagi Peserte, Didik yang memalsukan keadaan sehingga

seolah-ol.ti'p"u", L Didik merupakan penyandang disabilitas'

4. Ketentuan ayat (1) Paserl 23 cliubah, sehingga berbunyi sebagai berillc-tt:

trasal 23

(1)Jalur prestasi dengan kuota paling banyak i5% (lima beias persen)

sebagairnana d.im.ert<sud dalam Pasal 1b ayat (2) ditentukan berdasarka,:

f;. ilyjruffi{XlTo* f awupenghargaan di bidang akadernik maupu,

non Jkarlemit< pada iingLrt inlernisional, tingkat nasionail, tingkat

provinsi. dan/ atar':' tingkat kabunlte.n I l<ota'

(2) pes;erta didik Jrang *t*Lt melalui jalur Prestasi merupaka, peserta

didik y""g t erdo*i"ili oi luar zonasi Sekolah yang bersangkutan'

5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga

berbunYi sebagai berikut:

Pasal 29

(U Seleksi calon peserta. didik baru kelas 7 (tujuh) atau bentuk lain yang

sederajat dengan jaiui prestasi 
- 
berdasarkan NUSBN sebagaimana

dimaksud calam pa.sal 23 Lyat (1) hur.rf a ditetapkan rlengan kuota lo o/o

(sepuluh persen) dari tcuota 
'paling barryak 15% (linra belas persen)

dilaksanakan detrgan melakukan perangkingan jumiah NUStsN lebih tinggi

samPai memenuhi daYa tarnPung'

\2\ Per.angkingan ju:mlah NtlsBN- sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dilakrrkan dengan nremplrhatikan ketJrtuan sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 28 aYat (3).

(B) Apabila ier:dapat jumlah NUSBN yang riama -dari rnata pelajaran

sebagaim"rr" dirrrrt .rJ-p"da ayat (Zl, riaka dilakukan seleksi NUSBN

tertinggi berdasarakan uruta.n rnata pelaja111 dengan memperhatikan

ketentr.ran sebagairrrana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4)'

(4) Seleksi calon peserta JiOit baru l<elas 7 ttujuh) atau bentuk lain yang

sederajat dengan jalur frestasi .berdasarkan hasil perlombaan dan/atau

penglrargaandibi'dang.akademikmaupl-rnnon.akaciemik.padatingkat
internasional, tingkat nasional, tingtat provinsi, dan/atau -tingkat
kabupaten/kota sebagairuana dimak*.rf, dd** Pasal 23 ayat (1) huruf b

ditetapkan'aoig*, t.iot" 5% (lirna persen) dari kuota paling banyak 15 o/o

(lima belas persen) dengan.- memperhatikan perolehan piagam

prestasi/Sertifikat liejuaraan Jrasil perlombaan danl atau penghargaan di

bidang akaclemik *";;;; 
- 
non akademik yang diterbitkan dan dialcui

lernberga-pemerintah sebagai pengakuan prestasi dan penghargaan dengan

kategori:
a. Juara . .



a. Juara I, II, III, Juara, Harapan I dart II tingkat internasional;
b. Juara I, II, iil, Juara Harapan I dan II tingkat nasional;
c. Juara I, II, III tingkat provinsr;dan/atau
d. Juara I, II, iII trngkat kabupaten/kota;kemudian diurutkan dan

dirangking sesuai dengan tingkat juara sampai batas jumiah daya
tampung.

Apabila terdapat calon peserta didik baru yang rnendaftar melebihi
krrota 5o/o (.Lirr,a persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka
dilaksanakan seleksi hasil perlonrbaan danf atau penghargaan di bidang
akademik lnaupun non akademik secara berjenjarrg dari tingkat
inrLernasior,.al, tingkat nasional, tingkat provirisi, danfatau tingkat
kabupatenlkota sampai jumlah daya tampung kuota terpenuhi.
Apabila kuota calon peserta didik yang diseleksi melalui jalur prestasi
berdasarkan NUSBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, rnaka sisa ku.ota dialihkan kepada kuota calon peserta
didik yang disr:1eksi melalui jah,rr prestasi berdasarkan hasil perlombaan
dan/atau penghargaan di bidang akademik maLtpun non akademik
pada tingkat internasional, tingkat nasione.l, tingkat provinsi, dan/atau
tingkat kabupraten/kota dari kuota paling banya.k l5o/o (lima belas
perserr).
Apabila kuota calori peserta didik yang diseieksi melalui jalur prestasi
berdasarkan hasil perlombaan danlatau penghargaan di bidang
akademik maupun non akad"emik pada tirrgka; internasional, tingkat
nasiona-l, tingkat pr-ovinsi, dan/atau tingkat kabupaten/l<ota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maLka sisa kuota
dialihkan trrepada kuota calon peserta" didik yang diseleksi melalui jalur
prestasi ber<lasarkan NUSBN dari kuota paling banyak 15% ( lima belas
persen).

Pasai II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang,kan.

Agar setiap orang me;ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempeitannya dalam Lembaran Deierah Kabupaten Karo.

(s)

(6)

{7)

Ditetapkan di Kabaniahe
pada tanggai 18 lrrb''|t ,cii9

BUPATI KARO,
\

Diundangkan di Kabanlah e

pada tanggal 1S ;luiUxr sorg

SEKRETARI

KAMPE PURRA

TERKELIN

KABUPATEN KARO,

BRAFII/IANA

BERITA AERAH KABUPATEN KARO TATITTN 2019 NOMOR 11


